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Bank Sentral 

 

Bank Sentral merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam 

perekonomian, terutama di bidang moneter, keuangan, dan perbankan. Bank 

Sentral pada umumnya memiliki tiga tugas utama yang meliputi pengendalian 

moneter, pengaturan dan pengawasan perbankan, dan pengaturan sistem 

pembayaran. Tugas pengendalian moneter dimaksudkan untuk menjaga kestabilan 

harga dan/atau pertumbuhan ekonomi. Sementara tugas dalam pengaturan dan 

pengawasan perbankan dimaksudkan untuk menjaga kestabilan sistem perbankan. 

Selanjutnya, tugas pengaturan sistem pembayaran bertujuan mengembangkan 

sistem pembayaran dan infrastruktur keuangan yang sehat. 

Dalam praktiknya, bank sentral tidak seluruhnya menjalankan tiga tugas 

utama sebagaimana disebutkan di atas. Beberapa bank sentral mengemban dua 

tugas utama, bahkan ada juga bank sentral yang hanya mengemban satu tugas 

utama. Berikut adalah tabel bank sentral beberapa negara dengan tugas masing-

masing. 

 

Tabel 1. Bank Sentral dan Tugasnya 

Negara Otoritas Moneter Pengatur Bank Sistem Pembayaran 

Brunei 
Hongkong  
Inggris 
Australia 
Jepang 
Amerika 
Perancis 
Belanda 
Italia 
Jerman 
Afrika Selatan 
Brasil 
India 
Singapura 
Indonesia 
Malaysia 
Selandia Baru 

Ya 
Ya 
Ya 
Ya 
Ya 
Ya 
Ya 
Ya 
Ya 
Ya 
Ya 
Ya 
Ya 
Ya 
Ya 
Ya 
Ya 

Tidak 
Tidak 
Tidak 
Tidak 
Tidak 

Sebagian 
Sebagian 
Sebagian 
Sebagian 
Sebagian 

Ya 
Ya 
Ya 
Ya 

Sebagian 
Ya 
Ya 

Tidak  
Tidak 
Tidak 

Ya 
Ya 

Sebagian 
Sebagian 

Ya 
Ya 
Ya 

Tidak 
Sebagian 
Sebagian 
Sebagian 

Ya 
Ya 
Ya  
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Beberapa negara yang tugas pengendalian moneter dan pengawasan 

perbankannya dilakukan oleh bank sentral adalah Brasil, India, Malaysia, Selandia 

Baru, Filipina dan Singapura. Secara umum, alasan penyatuan kedua fungsi 

tersebut antara lain: 

1) Fungsi pengawasan bank dan pengendalian moneter memiliki sifat yang 

interdependent, sehingga kedua fungsi tersebut harus sejalan. 

2) Bank sentral lebih mudah memantau dan menindaklanjuti dampak 

kebijakan moneter terhadap perbankan. 

3) Data dan informasi hasil pengawasan bank sangat diperlukan dalam 

mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan moneter, demikian 

pula sebaliknya. 

Sementara itu, terdapat beberapa negara yang pengawasan banknya 

dilakukan oleh bank sentral bersama dengan lembaga lainnya. Beberapa negara 

yang menggunakan kebijakan tersebut antara lain Amerika Serikat, Finlandia, dan 

Jerman. Di Amerika Serikat pemeriksaan bank dilakukan oleh Federal Reserve 

System ‘Bank Sentral Amerika Serikat’ bekerja sama dengan Office of the 

Controller of the Currency, State Governments dan Federal Deposit Insurance 

Corporation (FDIC), dengan pembagian tugas pengawasan yang berbeda. Di 

Finlandia, pengawasan bank dilakukan oleh Bank of Finland ‘Bank Sentral 

Finlandia’ bekerjasama dengan The Bank Inspectorate. Hal yang sama dilakukan 

oleh Bundesbank ‘Bank Sentral Jerman’, yang melakukan pengawasan bank 

bersama dengan Bundersaufsichtsamt fur das Kreditwesen. 

Dalam pada itu, di negara-negara lain seperti Australia, Belgia, Inggris, 

Jepang, Korea Selatan, dan Swiss, fungsi pengawasan bank dipisahkan dari bank 

sentral. Alasan pemisahan tersebut antara lain adanya kekhawatiran akan 

terjadinya pertentangan kepentingan antara tugas menjaga kestabilan moneter dan 

tugas pengawasan bank. 

 

Perkembangan Status dan Kedudukan Bank Indonesia 

Sebelum Indonesia merdeka, Indonesia belum memiliki bank sentral 

sendiri seperti pada saat ini. Pada periode tersebut fungsi bank sentral hanya 

terbatas sebagai bank sirkulasi. Tugas sebagai bank sirkulasi dilaksanakan oleh 
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De Javasch Bank NV yang telah diberi hak oktrooi (1827), yaitu hak mencetak 

dan mengedarkan uang Gulden Belanda oleh pemerintah Belanda. 

Pada masa setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dalam penjelasan 

bab VII pasal 23 UUD 1945 disebutkan bahwa akan segera dibentuk sebuah bank 

yang disebut Bank Indonesia dengan tugas mengeluarkan dan mengatur peredaran 

uang kertas. Selanjutnya pada tanggal 19 September 1945 dalam sidang Dewan 

Menteri, Pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk mendirikan satu bank 

sirkulasi berbentuk bank milik negara. Berkaitan dengan hal tersebut, langkah 

pertama dibentuk yayasan dengan nama “Pusat Bank Indonesia.” Yayasan 

tersebut merupakan cikal bakal berdirinya Bank Negara Indonesia (BNI). 

Pada tahun 1949 berlangsung Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den 

Haag dan salah satu keputusan pentingnya adalah penyerahan kedaulatan 

Indonesia kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat. Berkaitan dengan 

masalah perbankan, pada saat tersebut utusan pemerintah mengalami kesulitan 

untuk mengusahakan agar Bank Negara Indonesia yang telah didirikan sejak 

tahun 1946 ditetapkan sebagai bank sentral Republik Indonesia Serikat, sehingga 

pemerintah Indonesia terpaksa menerima De Javasche Bank sebagai Bank Sentral. 

Dalam perkembangannya, pada tanggal 6 Desember 1951 dikeluarkan undang-

undang nasionalisasi De Javasche Bank. 

Pada 1 Juli 1953 dikeluarkan UU No. 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank 

Indonesia sebagai pengganti Javasche Bank Wet Tahun 1922. Mulai saat itu 

lahirlah satu bank sentral di Indonesia yang diberi nama Bank Indonesia. Sejak 

keberadaan Bank Indonesia sebagai bank sentral hingga tahun 1968, tugas pokok 

Bank Indonesia selain menjaga stabilitas moneter, mengedarkan uang, dan 

mengembangkan sistem perbankan, juga masih tetap melaksanakan beberapa 

fungsi sebagaimana dilakukan oleh bank komersial. Namun demikian, tanggung 

jawab kebijakan moneter berada di tangan pemerintah melalui pembentukan 

Dewan Moneter yang tugasnya menentukan kebijakan moneter yang harus 

dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Selain itu, Dewan Moneter juga bertugas 

memberikan petunjuk kepada direksi Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan 

nilai mata uang dan memajukan perkembangan perkreditan dan perbankan. 
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Kesemuanya ini mencerminkan bahwa kedudukan Bank Indonesia pada periode 

tersebut masih merupakan bagian dari pemerintah dan tidak independen. 

Pada tahun 1968 dengan dikeluarkannya UU No 13 Tahun 1968, Bank 

Indonesia tidak lagi berfungsi ganda karena beberapa fungsi sebagaimana 

dilakukan oleh bank komersial dihapuskan. Namun demikian, misi Bank Indo-

nesia sebagai agen pembangunan masih melekat, demikian juga tugas-tugas seba-

gai kasir pemerintah dan bankers’ bank. Selain itu, Dewan Moneter sebagai lem-

baga pembuat kebijakan yang berperan sebagai perumus kebijakan moneter masih 

tetap dipertahankan. Tugas Bank Indonesia sebagai agen pembangunan tercermin 

pada tugas pokoknya, yaitu pertama mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas 

nilai rupiah, dan kedua mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta 

memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. 

Tugas-tugas pokok yang diemban Bank Indonesia sebagai otoritas moneter 

pada periode tersebut, khususnya untuk memelihara kestabilan nilai rupiah, ber-

kontradiksi dengan tugas lain Bank Indonesia yaitu tugas untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi, misalnya seringkali pula diikuti oleh peningkatan harga-harga (inflasi) 

yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh menguatnya permintaan di dalam negeri 

sehubungan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat sebagai dampak partum-

buhan ekonomi yang tinggi. Inflasi yang tinggi berkelanjutan dan tidak terkendali 

pada gilirannya akan mengganggu kesinambungan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. 

Selanjutnya, dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 1999, kedudukan 

Bank Indonesia selaku Bank Sentral Republik Indonesia telah dipertegas kembali. 

Dalam kaitan ini, Bank Indonesia telah mempunyai kedudukan yang independen 

sebagaimana bank-bank sentral di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Chili, 

Filipina, Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, dan Swiss. Sebagai suatu otoritas 

moneter yang independen, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk 

merumuskan kebijakan moneter dan melaksanakan kebijakan yang telah 

ditetapkan dalam pelaksanaan tugasnya tanpa campur tangan pihak di luar Bank 

Indonesia. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia wajib menolak dan mengabaikan 

setiap bentuk campur tangan atau intervensi dari pihak di luar Bank Indonesia. 
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Dengan independensi ini, Bank Indonesia selaku otoritas moneter diharapkan 

dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara efektif. 

Berdasarkan UU No 23 Tahun 1999, Bank Indonesia dinyatakan sebagai 

badan hukum. Dengan status tersebut, Bank Indonesia mempunyai kewenangan 

untuk melakukan perbuatan hukum termasuk mengelola kekayaannya sendiri 

terlepas dari APBN. Selain itu, Bank Indonesia juga berwenang membuat peraturan 

yang  mengikat masyarakat luas sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan 

dapat bertindak atas namanya sendiri di dalam dan di luar pengadilan. 

 

Gambar 6. Gedung Bank Indonesia 

Sistem keuangan internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi 

telah membentuk suatu perekonomian global yang memudahkan pergerakan arus 

modal disertai dengan semakin ketatnya persaingan. Pergerakan arus modal dan 

persaingan tersebut, selain dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, juga dapat 

mengakibatkan kerentanan perekonomian nasional. Sehubungan dengan hal 

tersebut perlu dilaksananakn prinsip kesimbangan antara independensi Bank 

Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan pengawasan dan 

tanggung jawab atas kinerjanya serta akuntabilitas publik yang transparan. Oleh 

karena itu pada tahun 2004 diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia.  

Menurut UU No. 3 Tahun 2004, Bank Indonesia merupakan lembaga 

negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari 

campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara 

tegas diatur dalam undang-undang tersebut. Berdasarkan UU ini, Bank Indonesia 

mempunyai tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. 
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Pada tahun 2009 dilakukan penegasan Bank Indonesia sebagai lender of 

the last resort dengan disahkannya UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua 

atas UU No.23/1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang. UU ini 

memperjelas dan mempertegas peran BI dalam fungsinya sebagai lender of the 

last resort. 

 Seiring dengan perkembangan situasi moneter dan beratnya beban BI, 

maka sejak tahun 2011 fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank 

Indonesia beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini merupakan amanat 

dari disahkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Namun 

tidak serta merta pada tahun tersebut tugas tersebut langsung dialihkan semuanya 

tetapi pengalihan fungsi ini dilakukan secara bertahap. Undang-Undang ini 

membagi ruang lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial lembaga 

keuangan sebagai kewenangan OJK, sementara pengaturan dan pengawasan 

makroprudensial menjadi tanggung jawab BI dengan sasaran stabilitas sistem 

keuangan. 

Dalam rangka mencapai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan 

nilai rupiah, Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan 3 (tiga) 

bidang utama tugas bank Indonesia yaitu: (i) menetapkan dan melaksanakan 

kebijakan moneter, (ii) menjaga stabilitas sistem keuangan, dan (iii) mengatur 

sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Agar tujuan mencapai dan 

memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat dicapai secara efektif dan 

efisien, maka ketiga tugas tersebut harus diintegrasikan. 

 

Kebijakan Moneter  

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara 

kestabilan nilai Rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang sebagaimana diubah melalui UU No. 3 

Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Kestabilan Rupiah yang 

dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama kestabilan nilai Rupiah 

adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari 

perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan kestabilan 
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nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara lain. Indonesia menganut sistem 

nilai tukar mengambang (free floating). Namun, peran kestabilan nilai tukar 

sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. 

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia sejak 1 Juli 2005 

menerapkan kerangka kebijakan moneter Inflation Targeting Framework (ITF). 

Kerangka kebijakan tersebut dipandang sesuai dengan mandat dan aspek 

kelembagaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Dalam kerangka ini, 

inflasi merupakan sasaran yang diutamakan (overriding objective). Bank 

Indonesia terus melakukan berbagai penyempurnaan kerangka kebijakan moneter, 

sesuai dengan perubahan dinamika dan tantangan perekonomian yang terjadi, 

guna memperkuat efektivitasnya. 

Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut 

kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework (ITF).  ITF 

merupakan suatu kerangka kerja (framework) dengan kebijakan moneter yang 

diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan ke depan dan 

diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen dan akuntabilitas 

bank sentral. ITF diimplementasikan dengan menggunakan suku bunga kebijakan 

sebagai sinyal kebijakan moneter dan suku bunga Pasar Uang Antar Bank 

(PUAB) sebagai sasaran operasional. Kerangka kerja ini diterapkan secara formal 

sejak 1 Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kerangka kebijakan moneter 

dengan uang primer (base money) sebagai sasaran kebijakan moneter.  

Berpijak pada pengalaman krisis keuangan global 2008/2009, salah satu 

pelajaran penting yang mengemuka adalah perlunya fleksibilitas yang cukup bagi 

bank sentral untuk merespons perkembangan ekonomi yang semakin kompleks 

dan peran sektor keuangan yang semakin kuat dalam memengaruhi stabilitas 

ekonomi makro. Berdasarkan perkembangan tersebut, Bank Indonesia 

memperkuat kerangka ITF menjadi Flexible ITF.  

Flexible ITF dibangun dengan tetap berpijak pada elemen-elemen penting 

ITF yang telah terbangun. Elemen-elemen pokok ITF termasuk pengumuman 

sasaran inflasi kepada publik, kebijakan moneter yang ditempuh secara forward 

looking (kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi pada 
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periode yang akan datang karena mempertimbangkan adanya efek tunda/time lag 

kebijakan moneter). 

Akuntabilitas kebijakan kepada publik tetap menjadi bagian inherent 

dalam Flexible ITF. Kerangka Flexible ITF dibangun berdasarkan 5 elemen 

pokok, yaitu: 

1. Strategi penargetan inflasi (Inflation Targeting) sebagai strategi dasar 

kebijakan moneter. 

2. Integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial untuk memperkuat 

transmisi kebijakan dan sekaligus mengupayakan stabilitas 

makroekonomi. 

3. Peran kebijakan nilai tukar dan arus modal dalam mendukung 

stabilitas makroekonomi. 

4.  Penguatan koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah 

untuk pengendalian inflasi maupun dalam menjaga stabilitas moneter 

dan sistem keuangan. 

5. Penguatan strategi komunikasi kebijakan sebagai bagian dari 

instrumen kebijakan. 

 

Stabilitas Sistem Keuangan 

Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan 

sistem keuangan nasional berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan 

terhadap kerentanan internal dan eksternal, sehingga alokasi sumber pendanaan 

atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas 

perekonomian nasional. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki 

kepentingan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka menopang 

stabilitas perekonomian. Hal ini juga terkait dengan fungsi BI sebagai Lender of 

Last Resort (LoLR), yaitu otoritas yang berwenang menyediakan likuiditas pada 

saat krisis.  

Di sisi lain, Bank Indonesia juga merupakan otoritas yang memegang 

mandat moneter serta sistem pembayaran. Gejolak di sektor moneter dapat 

mengganggu SSK, demikian juga sebaliknya. Sistem pembayaran yang 

bermasalah pada akhirnya dapat menyebabkan instabilitas sistem keuangan, 
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begitu pula gejolak sistem keuangan dapat menghambat kelancaran sistem 

pembayaran. Keterkaitan inilah yang melatarbelakangi kepentingan Bank 

Indonesia untuk selalu berupaya menjaga SSK di Indonesia. 

Dalam pelaksanaan mandat dan wewenang untuk menjaga SSK, Bank 

Indonesia memiliki beberapa payung hukum sebagai berikut: 

1. Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 

2. Undang-Undang No.9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan 

Krisis Sistem Keuangan 

3. Peraturan Bank Indonesia No.16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan 

Pengawasan Makroprudensial 

 

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, Bank Indonesia memiliki 

mandat untuk melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial terhadap 

sistem keuangan yang terdiri atas lembaga keuangan, perusahaan non keuangan, 

rumah tangga, pasar keuangan, serta infrastruktur keuangan yang saling 

berinteraksi dalam pendanaan dan/atau penyediaan pembiayaan pertumbuhan 

perekonomian. 

Kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan yang bertujuan 

memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan 

risiko sistemik. Risiko sistemik adalah potensi instabilitas akibat terjadinya 

gangguan yang menular (contagion) pada sebagian atau seluruh sistem keuangan 

karena interaksi dari faktor ukuran (size), kompleksitas usaha (complexity), 

keterkaitan antarinstitusi dan/atau pasar keuangan (interconnectedness), serta 

kecenderungan perilaku yang berlebihan dari pelaku atau institusi keuangan untuk 

mengikuti siklus perekonomian (procyclicality). 

Pengalaman menunjukkan bahwa stabilitas moneter dan kesehatan 

mikroprudensial saja tidak cukup untuk mencegah krisis, mengingat krisis 2008 

terjadi di tengah kondisi makroekonomi yang sehat. Kebijakan moneter cenderung 

tidak dapat menangkap sinyal pemupukan risiko yang bersumber dari perilaku 

ambil risiko elemen sistem keuangan, misalnya peningkatan mortgage loan secara 

massal di perbankan.  

  

https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_161114.aspx
https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_161114.aspx
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Sementara itu, kebijakan mikroprudensial yang melihat tingkat kesehatan 

individual lembaga, juga belum mampu menangkap pemupukan risiko dari waktu 

ke waktu. Oleh karena itu, diperlukan penerapan kebijakan makroprudensial yang 

dapat melengkapi kebijakan moneter, mikroprudensial, dan fiskal untuk menjaga 

stabilitas sistem keuangan. 

Bank Indonesia melakukan pengawasan makroprudensial melalui 

surveilans sistem keuangan dan pemeriksaan terhadap bank dan terhadap lembaga 

lainnya yang memiliki keterkaitan dengan bank jika diperlukan. Surveilans 

dilakukan mulai dari pemantauan perkembangan kondisi sistem keuangan hingga 

identifikasi, analisis, dan penilaian risiko. Dalam rangka pelaksanaan surveilans 

ini, Bank wajib menyediakan dan menyampaikan data dan informasi yang 

diperlukan, serta bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang 

disampaikan. 

 

Sistem Pembayaran 

Sistem Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, 

lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana, 

guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem 

Pembayaran lahir bersamaan dengan lahirnya konsep 'uang' sebagai media 

pertukaran (medium of change) atau intermediary dalam transaksi barang, jasa 

dan keuangan. Pada prinsipnya, sistem pembayaran memiliki 3 tahap pemrosesan 

yaitu otorisasi, kliring, dan penyelesaian akhir (settlement). 

Dinamika kehidupan masyarakat dewasa ini, telah melahirkan pola 

pemikiran baru yang turut berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Ketika 

mekanisme pembayaran dituntut untuk selalu mengakomodir setiap kebutuhan 

masyarakat dalam hal perpindahan dana secara cepat, aman dan efisien, maka 

inovasi-inovasi teknologi pembayaran semakin bermunculan dengan sangat 

pesat.  Bank Indonesia dituntut untuk selalu memastikan bahwa setiap 

perkembangan sistem pembayaran harus selalu berada pada koridor ketentuan 

yang berlaku. Hal ini tentu saja demi kelancaran dan keamanan jalannya kegiatan 

sistem pembayaran. 



11 
 

Berkaca pada kondisi tersebut, perkembangan sistem pembayaran tidak pernah 

terpisahkan dengan inovasi-inovasi infrastruktur teknologi, maka perkembangan 

sistem pembayaran di Indonesia saat ini mengarah pada upaya penguatan 

infrastruktur dan pengembangan sistem dengan bertopang pada kemajuan 

teknologi informasi.  Industri pembayaran baik yang melibatkan bank maupun 

lembaga selain bank berlomba-lomba melakukan pengembangan sistem 

pembayarannya. Bahkan saat ini peranan lembaga selain bank (LSB) di dalam 

penyelenggaraan sistem pembayaran semakin nyata dengan semakin banyaknya 

LSB yang melakukan kerjasama dengan perbankan baik sebagai penyedia 

jaringan dan tidak menutup kemungkinan sebagai penerbit dari instrumen-

instrumen pembayaran tersebut.  

Bank Indonesia sebagai penyelenggara kegiatan settlement transaksi-

transaksi melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), 

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dan Bank Indonesia Scripless 

Securities Settlement System (BI-SSSS) juga terus berupaya memperbaiki dan 

memperbaharui mekanisme sistem yang ada agar selalu efisien, aman, dan sejalan 

dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang selalu 

berkembang.   

Masyarakat kini dihadapkan pada berbagai macam pilihan instrumen 

pembayaran yang semakin bervariasi. Terjadi pergeseran instrumen yang semula 

menggunakan paper-based instrument seperti cek dan bilyet giro ke penggunaan 

card based dan electronic based instrument terlihat dari semakin terbiasanya 

masyarakat bertranskasi dengan kartu kredit, kartu ATM/Debet, uang elektronik 

baik chip based maupun server based sebagai alat pembayaran.  

Penguatan infrastruktur tersebut tercermin dimana Bank Indonesia sebagai 

penyelenggara sistem pembayaran mulai mengoperasikan layanan settlement 

Payment-versus-Payment (PvP) pada Sistem Bank Indonesia Real Time Gross 

Settlement (-RTGS). Layanan penyelesaian settlement dari transaksi jual beli 

valuta asing khususnya United States Dollar (USD) terhadap Indonesian Rupiah 

(IDR) dilakukan secara bersamaan. Hal ini untuk menghindari terjadinya risiko 

kegagalan settlement pada saat pertukaran nilai uang dilakukan. Selain itu, dengan 

kecenderungan transaksi pembayaran ke depan yang semakin tiada batas, tentu 
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memunculkan kebutuhan likuiditas yang semakin tinggi bagi para pelaku 

ekonomi, antara lain munculnya ragam derivasi produk keuangan global dan 

hilangnya batasan wilayah ekonomi regional yang digagas melalui MEA maupun 

kerjasama regional lainnya.  

Selain PvP, penguatan infrastruktur lainnya adalah penyatuan 

penyelenggaraan fungsi settlement surat berharga BI-SSSS ke dalam 

penyelenggaraan fungsi sistem pembayaran dan settlement di Bank Indonesia. 

Penyatuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan 

kegiatan settlement dana dan surat berharga berikut infrastruktur dan sumber daya 

manusia yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas layanan Bank Indonesia 

kepada stakeholdersterkait.  

Tak ketinggalan di sisi ritel, Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia 

(SKNBI) yang merupakan sistem kliring. Penyempurnaan SKNBI dilakukan 

untuk meminimalkan risiko kredit pada kliring debet. Penerapan prinsip no money 

no game pada proses penghitungan kliring debet yang baru, menuntut bank untuk 

selalu menjaga kecukupan pendanaan awal agar dapat digunakan untuk memenuhi 

kewajiban tagihan pembayaran dari bank lainnya. 

Hal ini mendorong bank peserta kliring untuk melakukan pengelolaan 

likuiditasnya secara lebih baik dan efisien. Masih di sisi pembayaran ritel, 

perkembangan industri pembayaran ritel diarahkan kepada 

penciptaan interoperabilityantar sistem yang digunakan demi terciptanya 

keamanan dan efisiensi sistem pembayaran. Standardisasi nasional instrumen 

kartu ATM/Debet adalah salah satunya. Dilatarbelakangi oleh isu keamanan 

bertransaksi dalam menggunakan kartu ATM/Debet, penggunaan teknologi chip 

pada kartu ATM/Debet diyakini dapat meminimalkan timbulnya kejahatan fraud 

pada kartu ATM/Debet. Selain itu, interoperability antar sistem juga diciptakan 

pada penyelenggaraan uang elektronik 

Bank Indonesia telah menetapkan lima visi Sistem Pembayaran Indonesia 

2025. Sebagai salah satu quick win untuk mewujudkan visi SPI 2025 tersebut, 

Bank Indonesia telah melakukan kebijakan operasional SKNBI yang dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri dengan tetap memperhatikan 

perlindungan nasabah.  
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Perkembangan Kebijakan Sistem Pembayaran 

Orientasi kebijakan dan pengembangan sistem pembayaran mulai bergeser 

sejak 1 dekade terakhir, dari pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang 

dioperasikan langsung oleh Bank Indonesia menuju penataan rezim regulasi dan 

kelembagaan industri sistem pembayaran, khususnya sistem pembayaran ritel 

yang tidak terlepas dari dampak menguatnya arus digitalisasi.  

 

 

Dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi, Bank Indonesia berkomitmen untuk 

menyediakan uang Rupiah di seluruh wilayah Indonesia sesuai kebutuhan 

masyarakat. Proses distribusi uang Rupiah terus diperkuat agar perekonomian 

dapat terus tumbuh secara merata. Struktur jaringan distribusi uang dioptimalkan 

dengan pengiriman melalui 12 depo kas sebagai hub ke seluruh Kantor 

Perwakilan Bank Indonesia.  

Bank Indonesia juga bekerja sama dengan POLRI dan TNI dalam 

mengawal dan mengamankan jalur distribusi uang di seluruh wilayah NKRI. 

Layanan kas titipan juga terus ditingkatkan bersinergi dengan perbankan, 

termasuk mempercepat penarikan uang tidak layak edar. Pembukaan kas titipan 

diprioritaskan bagi daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses dan jarak ke 

Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Layanan kas prima juga tetap dilakukan pada 
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saat terjadi kondisi darurat atau bencana agar aktivitas perekonomian dapat 

berjalan.  

 

Hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah 

Hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah adalah sebagai berikut: 

1. Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah 

2. Untuk dan atas nama pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima 

pinjaman luar negeri, menatausahakan serta menyelesaikan tagihan 

dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. 

3. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau 

mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas 

masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan 

tugas Bank Indonesia atau kewenangan Bank Indonesia. 

4. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai 

RAPBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan 

wewenang Bank Indonesia. 

5. Dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat  hutang negara, 

pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia 

dan pemerintah juga wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan 

Dewan Perwakilan Rakyat. 

6. Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat hutang negara 

yang diterbitkan pemerintah. 

7. Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. 

 

Hubungan Bank Indonesia dengan Dunia Internasional 

Dalam hal hubungan Bank Indonesia dengan Dunia Internasional, maka 

Bank Indonesia: 

1. Dapat melakukan kerjasama dengan: 

a. Bank Sentral negara lain 

b. Organisasi dan lembaga internasional 

2. Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota internasional dan atau 

lembaga multilateral adalah negara maka Bank Indonesia dapat 
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bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai 

anggota. 

 

***** 


